
  

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS 
PT GOLDEN FLOWER TBK 

 
 
PENDAHULUAN 
 
Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Golden 
Flower Tbk (“Perseroan”) memiliki organ utama perseroan yang menjalankan tugas dan 
wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan 
yang berlaku. 
 
Organ utama perseroan yang dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), 
Dewan Komisaris, dan Direksi. 
 
RUPS pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan 
keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan 
restrukturisasi Perseroan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan 
Direksi bertugas dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. 
 
Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi 
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan. 
 
 
DASAR HUKUM 
 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;  

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 

4. Anggaran Dasar Perseroan 
 
 
NILAI-NILAI 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris Perseroan wajib 
berpedoman pada nilai-nilai yang telah bertransformasi dalam wujud pelaksanaan 
budaya Perseroan, yaitu sebagai berikut: 

1. Integritas 

Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

2. Kreatif Dan Inovatif 

Semangat untuk menghasilkan hal-hal yang berbeda dan terus-menerus 
melakukan perubahan yang bernilai ekonomis, sesuai dengan kepentingan 
Perusahaan. 

3. Kerjasama Tim 

Kekuatan kerja sama antar individu dalam suatu kelompok yang saling melengkapi, 
melalui komunikasi yang terbuka dan memiliki komitmen yang sama untuk 
mencapai tujuan Perseroan. 

4. Orientasi Terhadap Hasil 

Perseroan adalah tim yang berorientasi terhadap hasil yang terbaik untuk mencapai 
kesuksesan baik internal maupun eksternal sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. 



  

5. Good Corporate Governance 

Praktek pengelolaan Perseroan secara aman dan penuh kehati-hatian dengan 
mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pemangku 
kepentingan. 

 
 
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB 
 
A. Tugas 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab 
atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi 
nasihat kepada Direksi. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS 
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat 
membentuk komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan 
kemampuan Perseroan. 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang 
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun 
buku. 

 
B. Wewenang 

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa 
kas untuk keperluan verifikasi, memeriksa surat berharga, dan memeriksa 
kekayaan Perseroan. 

2. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan serta mengetahui segala 
kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 

3.  Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar. 

 
C. Tanggung Jawab 

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng 
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 
anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. 

2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 
Perseroan apabila dapat membuktikan : 

a.  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung 

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 

c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; 
dan 

d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 
kerugian tersebut 

 
 



  

KOMPOSISI DAN PERSYARATAN 
 
A. Komposisi Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris. 

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. 

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 

4.  1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris 
utama atau presiden komisaris. 

5. Jika oleh sebab apapun mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk 
mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
B. Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Komisaris 

Persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama 
menjabat: 

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 

2. Cakap melakukan perbuatan hukum; 
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

a. tidak pernah dinyatakan pailit; 
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan 
dinyatakan pailit; 

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan; dan 

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris yang selama menjabat: 

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 
- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau 
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, 
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak 
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
dan 

f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

4. Persyaratan Komisaris Independen : 

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 
mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam 
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali 



  

sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada 
periode berikutnya; 

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 
Perseroan; 

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan 
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; 
dan 

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak 
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 

 
 

RANGKAP JABATAN 
 
1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik 
lain; dan 

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau 
Perusahaan Publik lain. 

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat 
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak 
pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan 
juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

3. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 
 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN 
 
1. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota 

Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan 
sebagaimana tersebut di atas. 

2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris 
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau 
komite yang menjalankan fungsi nominasi.  

3. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali 
sesuai dengan keputusan RUPS. 

4. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu 
 dengan menyebutkan alasannya.  
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota 

Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 
anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan 
Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.  

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah 
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.  

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal 
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS tanggal 
lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.  

5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari  
 jabatannyasebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara 
 tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan 



  

pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka 
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat 
pengunduran diri.  

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan 
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya 
permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam 
butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
butir b ayat ini. 

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana 
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota 
Dewan Komisaris sejakpengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal 
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. 

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri 
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. 

 
 
MASA JABATAN 
 
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan 
anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) 
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi 
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota  Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya  berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran 
dasar Perseroan.  

 
 
WAKTU KERJA 
 
Waktu kerja Dewan Komisaris didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
RAPAT 
 
1. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat 

2. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling 
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

4. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. 

5. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani 
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Dewan Komisaris. 



  

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya 
secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 

 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; 

2. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk 
disempurnakan; 

3. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dan 
diinformasikan didalam RUPS. 


